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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR204 TAHUN 2025

TENTANG

PETA JALAN (ROAD MAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025-2027
BUPATI LEBONG,

a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas tingkat inflasi yang

tetap stabil, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian
inflasi daerah tahun 2025-2027 secara terpadu dan
terkoordinasi dengan melibatkan seluruh organisasi
perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Lebong;

b. bahwa untuk mendukung pencapaian sasran inflasi yang

stabil sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan acuan
dalam bentuk peta jalan (road map);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan
Bupati tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi
Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2025-2027;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);
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10.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 NomorlO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5888), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim
Pengendali Inflasi Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 6
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Lebong;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah

Kabuaten Lebong Tahun 2025-2027, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

: Peta Jalan (Road Map) sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, menjadi pedoman dalam mengambil langkah untuk
mendukung tercapainya sasaran pengendalian inflasi di masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI LEBONG,

| PENERINTAH KABUFA £
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